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ARAH KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL
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29 KABUPATEN DAN 6 KOTA

PROVINSI JAWA TENGAH

32.544,12 km2

576 KEC, 7809 DESA, 753 KEL

Laki-Laki Perempuan

Total Penduduk : 

36.52 Jt Jiwa
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Piramida Penduduk

18.362.143
(50.29%)

18.153.892 
(49.71%)

PROFIL JAWA TENGAH

Bonus demografi : 

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar 

daripada jumlah penduduk usia non produktif (0-14 Tahun 

dan 65 Tahun ke atas). 1

Rasio beban ketergantungan 43,72           Perbandingan antara 

banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk 

usia produktif.
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PENINGKATAN  KEBIJAKAN & KUALITAS LAYANAN

REFORMASI

PELAYANAN

REFORMASI

KELEMBAGAAN

Peningkatan PENA SI JOHAN (Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal) 

Peningkatan INVESTMENT TOUR (Pendampingan site visite calon investor)

Integrasi CJIP dengan Emakaryo dan DAPODIK (akselerasi
pengurangan angka pengangguran) 

SILERES (Sistem Alert Progres LKPM)
Fasilitasi pembentukan MPP Digital Kab/ Kota

Penyusunan Kajian IPRO berbasis sektor unggulan 
Hilirisasi Investasi Strategis

Peningkatan integritas dan budaya kerja (termasuk ISO 37001:2016) 
Peningkatan Kompetensi Sektoral (Perizinan & Penanaman Modal) 
Peningkatan Kompetensi pendukung (IT, bahasa, layanan prima)

Sinergi & kolaborasi bersama HIPMI/ Asosiasi Pelaku Usaha, Akademisi, 
BI/ Perbankan/ Stakeholder lainnya, Pers/ Media, Masyarakat

Pengembangan SDM pada Jabatan Fungsional 
Penyusunan sistem mekanisme kerja dan proses bisnis

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Layanan dan Pendukung Investasi

RENCANA AKSI

SERVICE EXCELLENCE

PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI DAN DIGITALISASI

LAYANAN

KUALITAS KAJIAN

PENINGKATAN KERJA SAMA  

PENTAHELIX

PENINGKATAN KUALITAS SDM

INFRASTRUKTUR

KELEMBAGAAN



Realisasi Investasi Jawa Tengah

2016 - 2023

Tren realisasi nilai investasi Jawa Tengah sejak 2016 hingga

2023 cenderung meningkat.

Penurunan di tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19. 

Tahun 2023 Penanaman Modal mencapai Rp 56,12 Triliun 

dengan PMA sebesar Rp 23,14 Triliun dan PMDN mengalami 

kenaikan signifikan menjadi sebesar Rp 32,98 Triliun.
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PMA PMDN TOTAL

Dari sisi pertumbuhan, setelah mengalami penurunan 

di tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19, 

pertumbuhan investasi kembali meningkat hingga 

mencapai 12,59% pada tahun 2023.
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PERCEPATANINFRASTRUKTURUNTUKPERTUMBUHANEKONOMIJAWATENGAHUNTUKMENCAPAIPE7%

1. Perpres56/2018→ 109/2020  
PercepatanPelaksanaanPSN

3. KIBATANG

a. KawasanKendal - Semarang- Salatiga -

Demak- Grobongan

b. KawasanPurworejo- Wonosobo-

Magelang - Temanggung

c. KawasanBrebes - Tegal - Pemalang

2. Perpres79/2019→
Pembangunandi 3Kawasan

Perpres 106 / 2022

tentang Percepatan Investasi 

Melalui Pengembangan Kawasan 

Industri Terpadu Batang di 

Provinsi Jawa Tengah



RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)
PROVINSI JAWA TENGAH
Pergub Jawa Tengah No. 51 Tahun 2015

Arah Kebijakan Penanaman Modal:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

2. Persebaran Penanaman Modal

3. Fokus Pengembangan Pangan, 

Infrastruktur, dan Energi

4. Penanaman Modal yang Berwawasan 

Lingkungan (Green Investment)

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah dan Koperasi (UMKMK)

6. Pemberian Kemudahan dan Insentif 

Penanaman Modal

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman 

Modal

Percepatan pembangunan 
infrastruktur dan energi

Pengembangan industri 
skala besar

Pengembangan 
ekonomi berbasis 
pengetahuan 
(knowledge based 
economy)

Tahap II

(2016-2020)

Tahap III

(2021-2025)

Tahap IV

(setelah 2025)

Tahapan Pelaksanaan RUPMP

RUPM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025 dan menjadi 
acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman 
modal. 



Sudah tercipta sebanyak 365 inovasi OPD (2017-2023)

Meliputi:

1. Inovasi Pelayanan Publik

2. Inovasi Tata kelola Pemerintahan

3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan 

kewenangan

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1 OPD 1 INOVASI

INOVASI
Penyelenggaraan 

Pemerintahan

Perangkat Daerah wajib menciptakan paling 

sedikit 1 inovasi setiap tahun dalam rangka 

menjawab permasalahan sektoral
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LAYANAN PERIZINAN

2



Provinsi Jawa Tengah

UNIT PELAKSANA 
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi :

• Pembentukan satgas percepatan pelaksanaan berusaha di 35 Kabupaten/Kota

• Mendorong Pembentukan MPP Digital di Kabupaten/ Kota – saat ini 6 MPP 

Digital di Jateng.

Pembentukan Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan  Berusaha Di Prov. Jateng

(SK Gubernur No. 561/101 tahun 2017 tgl 28 Desember 2017)

Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksanana Satgas

Percepatan Pelaksanaan Berusaha Di Prov. Jateng

(SK Gubernur No. 561/30 tahun 2018 tgl 23 April 2018)

EVALUASI SATGAS TERKAIT KINERJA PTSP

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Provinsi Jawa Tengah

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang 

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 

2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah

Perizinan Berusaha

1359 Jenis

Risiko Rendah dan 

Menengah Rendah

649

Risiko Menengah Tinggi

417

Risiko Tinggi

293

Non Perizinan Berusaha

52 Jenis

• Dilengkapi SP dan SOP

• SOP mengacu NSPK K/L

REGULASI PERIZINAN
(Berdasarkan PP No. 5/ 2021 dan PP No. 6/2021)

PELIMPAHAN WEWENANG PTSP



II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

A. KRITERIA KELEMBAGAAN

1. Jumlah Pelayanan Perizinan

Pergub No. 45 tahun 2023 
Tentang Perubahan Atas 

Pergub No. 4 Tahun 2022

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah

• Jenis Perizinan yang Dilaksanakan Melalui OSS Berbasis Risiko (OSS RBA)

• Jenis Perizinan yang Dilakukan Non OSS Berbasis Risiko (Non OSS RBA)

• Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berisaha OSS Berbasis 

Risiko (OSS RBA)

• Perizinan Berisaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Non OSS Berbasis 

Risiko (Non OSS RBA)

• Jenis Perizinan Lainnya (Non OSS RBA)

2. Kepatuhan pada NSPK

PERGUB STANDAR PELAYANAN SOP PAKTA INTEGRITAS
TIDAK ADA

TARGET PAD

3. Pelimpahan Kewenangan PTSP

Perizinan Berusaha 

1528 Jenis

Risiko Rendah dan 

Menengah Rendah 

649

Risiko Menengah

Tinggi

417

Risiko Tinggi

316

Non Perizinan Berusaha 

57 Jenis

• Dilengkapi SP dan SOP

• SOP mengacu NSPK K/L
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Pelaku Usaha

Pendampingan  

oleh Gerai 

Investasi

Kab. Pati 

Kab. Jepara 

Kab. Batang 

Kota Tegal

Kota Magelang 

Kab. Banyumas 

Kota Surakarta

TRACKING SYSTEM & SMS GATEWAY SIAP 

JATENG

OPD Teknis DPMPTSP

Online

Verifikator Verifikasi

Disetujui

Perbaikan 

Persyaratan

Penolakan

Risiko Rendah & 

Menengah Rendah 

terbit otomatis 

berdasar 

pernyataan mandiri 

pelaku usaha

Risiko Menengah 

Tinggi, Risiko Tinggi & 

UMKU

Unit

Perizinan

Disetujui

Perbaikan 

Persyaratan

Penolakan

Verifikasi Kadis

Disetujui

Perbaikan 

Persyaratan

Penolakan

DPMPTSP OPD Teknis

Online

E-Arsip

Front Office

Back Office

Kadis

SK Terkirim melalui

Email

Verifikasi & Perm.

Rekomtek

Persetujuan Elektronik 

(TTE)

Verifikasi Teknis

Penyusunan Rekomtek

Disetujui

Penolakan

Meneruskan ke OPD  

Teknis
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D
i
n
a
s
P
m
p
t
s
p

D

P
M

P

T
S

P

J
a

t

e
n

g



PERMASALAHAN PENYELESAIANMEKANISME

1. Kurangnya pemahaman masyarakat/ pelaku

usaha tentang persyaratan dan ketentuan  

perizinan

2. Kurangnya literasi digital masyarakat/ pelaku 

usaha

3. Kurangnya antusias masyarakat/pelaku usaha 

terhadap sistem perizinan secara online

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat/

pelaku usaha melalui sosialisasi &

pendampingan perizinan online

2. Pengaturan jumlah pemohon melalui

pengambilan nomor antrian secara online
1. Pengajuan perizinan secara online

2. Pelayanan konsultasi melalui no help desk

3. Pelayanan pendampingan secara online

MEDIA PENGADUAN
JANUARI; 95,78

FEBRUARI;  
94,36

MARET; 92,03

APRIL; 94,54

MEI; 92,02

JUNI;95,62JULI; 93,72

AGUSTUS; 93,26

SEPTEMBER; 95,41

OKTOBER; 94,7

NOVEMBER; 93,69

DESEMBER; 94,59

NILAI SKM TAHUN 2023

94,14
Sangat Baik

RUANG 

PENGADUAN
SIAP JATENG Aplikasi LAPOR pada 

website DPMPTSP Prov.

KOTAK SARAN Whistle Blowing 

System
LAPOR GUB

PENGADUAN TAHUN 2023

Total

193

Pengaduan Langsung :

133 aduan

Pengaduan Tidak Langsung :

60 aduan

Selesai ditindaklanjuti

seluruhnya

5. Permasalahan, Mekanisme dan Penyelesaiannya
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REKAP IZIN TERBIT JAWA TENGAH TAHUN 2023 PER SEKTOR
NO SEKTOR OSS

SIAP 
(non OSS)

TOTAL

1 Ketenagalistrikan 191 0 191

2 Pertanian dan Perkebunan 152 0 152

3 Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28.441 137 28.578

4 Energi dan Sumber Daya Mineral 216 4 220

5 Kelautan Dan Perikanan 5.753 1.239 6.992

6 Kesehatan 132 1 133

7 Perindustrian 3.178 0 3.178

8 Perdagangan 1 10 11

9 Perhubungan 423 0 423

10 Pariwisata 364 0 364

11 Pendidikan dan Kebudayaan 0 72 72

12 Ketenagakerjaan 1.970 0 1.970

13 Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 0 0 0

14 Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 58 35 93

15 Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 29 1.073 1.102

16 Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 0 2

17 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0 82 82

18 Sosial 0 6 6

19 Aset (PRPP) 0 0 0

Total 40.910 2.659 43.569*Update Des 2023 17



Perkembangan Investasi
Di Jawa Tengah
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Sumber: Kementerian Investasi 2024
*Dalam Rp. Juta
** Nilai tersebut merupakan tambahan nilai investasi

REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TAHUN 2023
MENURUT KABUPATEN / KOTA

124.257,31

139.204,70

139.746,72
242.069,44

251.823,14

263.238,71
295.382,39

301.820,79

312.316,21
396.204,20

519.279,48
536.720,89

593.922,65

612.604,86
699.851,72

708.553,56

917.758,93
1.184.218,48

1.227.856,98
1.234.921,40

1.325.383,73
1.348.417,37
1.415.739,58

1.460.604,48

1.590.209,94

1.694.670,44
1.752.876,47
1.800.848,20

1.883.964,02
3.112.797,00

3.329.362,98

3.512.084,67

4.557.641,29
6.398.934,15

10.244.110,80

- 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

Kota Semarang  

Kabupaten Kendal 

Kabupaten Batang 

Kabupaten Demak 

Kabupaten Klaten 

Kabupaten Semarang 

Kabupaten Tegal 

Kabupaten Cilacap 

Kabupaten Jepara 

Kabupaten Kudus 

Kabupaten Pekalongan 

Kabupaten Sukoharjo 

Kabupaten Pemalang 

Kabupaten Brebes 

Kabupaten Karanganyar 

Kabupaten Banyumas 

Kabupaten Boyolali 

Kabupaten Magelang

Kota Surakarta  

Kabupaten Pati
Kabupaten Sragen 

Kabupaten Grobogan

Kota Salatiga 

Kota Pekalongan

Kabupaten Banjarnegara 

Kabupaten Rembang 

Kabupaten Purbalingga 

Kabupaten Temanggung 

Kabupaten Wonosobo 

Kabupaten Kebumen

Kota Tegal  

Kota Magelang 

Kabupaten Blora 

Kabupaten Purworejo  

Kabupaten Wonogiri



Ranking Negara Asal Dalam Juta IDR

1 Hongkong, RRT 5.714.645,50 

2 Singapura 4.613.047,66 

3 Korea Selatan 4.358.725,64 

4 Jepang 1.993.380,48 

5 R.R. Tiongkok 1.592.067,06 

6 Samoa Barat 673.467,39 

7 Kepulauan Virgin Inggris 667.844,92 

8 Luxembourg 550.109,31 

9 Malaysia 520.820,30 

10 Belanda 380.257,51 

Lainnya 2.077.832,12 

TOTAL 23.142.197,89 

TOP

10
REALISASI 

INVESTASI

JAWA 

TENGAH

Berdasarkan
Negara Asal
 Tahun 2023

Sumber: Kementerian Investasi 2024



Peluang Investasi
Di Jawa Tengah



KAWASAN INDUSTRI

: PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma
: Jl. Semarang-Kendal Km. 12 
Semarang
: 250 Ha
: 9 Ha
: 12 Km
: 17 Km
: Mr. Aries (+62 813-2985-7078)

Developer
Location
Land Area
Available Land
A.Yani Airport
Tanjung Emas 
Seaport
Contact

Wijayakusuma Industrial 
Park

: PT. Jawa Tengah Lahan Andalan 
(Jateng Land)
: Jl. Semarang-Demak  Km. 14.7 Demak
: 300 Ha
: 53.78 Ha
: 22 Km
: 16 Km
: Ms. Rini (+62 821-1593-3388

Developer
Location
Land Area
Available Land
A.Yani Airport
Tanjung Emas 
Seaport
Contact

Jatengland Industrial Park 
Sayung

JAKARTA

SURABAYA

BANDUNG

YOGYAKARTA

SEMARANG

DEMAK
KENDAL

BATANG

: PT. Kawasan Industri Kendal
: Jl. Semarang-Kendal Km. 12 
Kendal
: 1000 Ha
:  460 Ha
:  540 Ha
:  25 Km
:  30 Km
: Ms. Juliani (+62 822-6605-
0051)

Developer
Location
Land Area
Sold Land
Available Land
A.Yani Airport
Tanjung Emas 
Seaport
Contact

Kendal Industrial Park 
(KEK)

: PT. Kawasan Industri Terpadu Batang
: Batang Regency
: 4300 Ha
: 450 Ha (Phase I Sold Out) 2.650 Ha (phase II), (Phase III, 
  Coming Soon)
: 59 Km
: 63 Km
: Marketing Hotline (+62 8123 1323 323)

Developer
Location
Land Area
Land Available

A.Yani Airport
Tanjung Emas Seaport
Contact

Grand Batang City

: PT. Perkebunan dan Industri Segajung
: Batang Regency
: 287 Ha
: 227 Ha
: 85.5 Km via toll
: 89.8 Km via toll
: Ms. Mitta (+62 811-377-237)

Developer
Location
Land Area
Land Available
A.Yani Airport
Tanjung Emas Seaport
Contact

Batang Industrial Park

: PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara
: Jl. Semarang-Kendal Km. 12 
Semarang
: 462 Ha
: 447 Ha
: 8.7 Km
: 13 Km
: Mr. Hartono (+62 897-0776-800)

Developer
Location
Land Area
Available Land
A.Yani Airport
Tanjung Emas 
Seaport
Contact

Aviarna Industrial Park

: 112 Ha
:  72,56 Ha 
:  39,44 Ha (available 
area); 2,6 Ha (saleable 
area) tidak dalam 1 
hamparan
: Mr. Sunaryo 

(08562708734)

Land Area
Sold Land
Available 
Land

Contact

Bukit Semarang 
Baru (BSB)



No Lokasi Negeri Swasta Jumlah Siswa

1
Kabupaten 
Banjarnegara 9 18 19.147

2 Kabupaten Banyumas 10 70 49.330

3 Kabupaten Batang 4 25 14.570

4 Kabupaten Blora 6 49 21.175

5 Kabupaten Boyolali 12 30 21.830

6 Kabupaten Brebes 6 85 39.814

7 Kabupaten Cilacap 7 60 43.198

8 Kabupaten Demak 4 54 16.785

9 Kabupaten Grobogan 3 53 26.359

10 Kabupaten Jepara 9 40 21.861

11
Kabupaten 
Karanganyar 7 26 18.455

12 Kabupaten Kebumen 8 58 36.256

13 Kabupaten Kendal 7 42 24.391

14 Kabupaten Klaten 11 38 28.604

15 Kabupaten Kudus 3 26 18.501

16 Kabupaten Magelang 3 42 21.268

17 Kabupaten Pati 6 42 23.115

18 Kabupaten Pekalongan 4 31 20.398

No Lokasi Negeri Swasta Jumlah Siswa

19 Kabupaten Pemalang 4 47 33.403

20 Kabupaten Purbalingga 12 22 23.170

21 Kabupaten Purworejo 7 34 17.784

22 Kabupaten Rembang 6 21 11.645

23 Kabupaten Semarang 9 34 21.379

24 Kabupaten Sragen 12 42 27.923

25 Kabupaten Sukoharjo 6 26 19.359

26 Kabupaten Tegal 7 58 39.630

27 Kabupaten Temanggung 6 15 14.662

28 Kabupaten Wonogiri 8 37 21.284

29 Kabupaten Wonosobo 8 22 14.875

30 Kota Magelang 3 16 7.683

31 Kota Pekalongan 4 9 8.058

32 Kota Salatiga 3 16 8.234

33 Kota Semarang 12 74 36.456

34 Kota Surakarta 9 40 23.008

35 Kota Tegal 4 16 8.702

Total 239 1.318 802.312

SEBARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI JAWA TENGAH

Sumber: Dapodik - datadik.kemdikbud.go.id (Cut Off Januari 2024) 

KESIAPAN TENAGA KERJA 
CONNECTING   

LAPANGAN KERJA



LEMBAGA PELATIHAN KERJA DI JAWA TENGAH

No STATUS PUSAT PELATIHAN KERJA TOTAL

1. Balai Latihan Kerja Provinsi 6

2. Balai Latihan Kerja Pusat 2

3. Balai Latihan Kerja Kabupaten/Kota 29 

4. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 1,266

5. Pusat Latihan Kerja Masyarakat 699

2,002



UPAH MINIMUM KAB/KOTA (2023-2024)
No Lokasi 2023 (IDR) 2024 (IDR)

1 Kota Semarang 3.060.348,78 3.243.969

2 Kabupaten Demak 2.680.421,39 2.761.236

3 Kabupaten Kendal 2.508.299,90 2.613.573

4 Kabupaten Semarang 2.480.988,00 2.582.287

5 Kabupaten Kudus 2.439.813,98 2.516.888

6 Kabupaten Cilacap 2.383.090,46 2.479.106

7 Kabupaten Batang 2.282.025,72 2.379.702

8 Kota Pekalongan 2.305.822,66 2.389.801

9 Kota Salatiga 2.284.179,97 2.378.951

10 Kabupaten Jepara 2.272.626,63 2.450.915

11 Kabupaten Pekalongan 2.247.345,90 2.334.886

12 Kabupaten Magelang 2.236.776,91 2.316.890

13 Kabupaten Karanganyar 2.207.483,64 2.288.366

14 Kota Surakarta 2.174.169,00 2.269.070

15 Kabupaten Klaten 2.152.322,94 2.244.012

16 Kabupaten Boyolali 2.155.712,29 2.250.327

17 Kota Tegal 2.106.237,58 2.231.628

No Lokasi 2023 (IDR) 2024 (IDR)

18 Kabupaten Sukoharjo 2.138.247,70 2.215.482

19 Kabupaten Purbalingga 2.130.980,94 2.195.571

20 Kabupaten Banyumas 2.118.123,64 2.195.690

21 Kabupaten Tegal 2.145.012,11 2.191.161

22 Kabupaten Pati 2.107.697,44 2.190.000

23 Kabupaten Pemalang 2.081.783,00 2.156.000

24 Kota Magelang 2.066.006,64 2.142.000

25 Kabupaten Wonosobo 2.076.208,98 2.159.175

26 Kabupaten Purworejo 2.043.902,33 2.127.641

27 Kabupaten Kebumen 2.035.890,04 2.121.947

28 Kabupaten Blora 2.040.080,17 2.101.813

29 Kabupaten Grobogan 2.029.569,04 2.116.516

30 Kabupaten Temanggung 2.027.569,32 2.109.690

31 Kabupaten Brebes 2.018.836,92 2.103.100

32 Kabupaten Rembang 2.015.927,08 2.099.689

33 Kabupaten Sragen 1.969.569,00 2.049.000

34 Kabupaten Wonogiri 1.968.448,32 2.047.500

35 Kabupaten Banjarnegara 1.958.169.69 2.038.005

Sumber : Keputusan Gubernur Nomor 561/57 Tahun 2023



UPAYA KEMUDAHAN INVESTASI

3



Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 
Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan 
Insentif dan Kemudahan penanaman modal bagi investor :

INSENTIF :
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi Daerah;
b. pemberian bantuan modal, bantuan riset, dan bantuan fasilitasi pelatihan

vokasi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau koperasi di 
Daerah;

c. bunga pinjaman rendah.

KEMUDAHAN :
a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal, sarpras dan 

fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
b. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu;
c. kemudahan akses pemasaran hasil produksi, akses investasi langsung 

konstruksi dan kemudahan investasi di kawasan strategis 
d. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, akses pasokan 

bahan baku dan energi, proses sertifikasi dan standardisasi;
e. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 

DI JAWA TENGAH

28

Provinsi Jawa Tengah

• Pembentukan Tim Pemberian Isentif dan 
Kemudahan Berusaha Tahun 2024 (SK 
Gubernur Nomor 570/4 Tahun 2024 
tanggal 13 Februari 2024);

• Pemberian insentif Pajak Air Permukaan 
kepada Pengelola KEK Kendal sebesar 50%

IMPLEMENTASI

INSENTIF 

KEMUDAHAN

• Penyebarluasan informasi peluang investasi melalui 
aplikasi Central Java Investment Platform

• Pelayanan perizinan melalui inovasi Pena Si Johan, 
Jebol Ikan, Lakon e Pandu, gerai investasi dan 
layanan pengaduan

• Pendampingan klinik Laporan Kegiatan 
Penanaman Modal (LKPM) terutama pada Kawasan 
Industri dan Kawasan Peruntukan Industri 



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH. 
CONTOH: PROMOSI DAN KEMUDAHAN PERIJINAN BERUSAHA)

Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan 
perizinan berusaha.

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Perda No 12 
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang 
ditindaklanjuti dengan terbitnya Pergub No 36 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pergub No 37 Tahun 2023 
tentang Rencana Umum Penanaman Modal. 

2. Dalam Pergub No 36 tahun 2023 diatur terkait pemberian insentif 
penanaman modal yang terkait dengan kewenangan Pemerintah 
Provinsi jawa Tengah sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
citra positif dan menarik investasi ke Jawa Tengah.

3. Sedangkan Pergub No 37 Tahun 2023 mengatur tentang kebijakan 
pengembangan penanaman modal di Jawa Tengah.

4. Pembentukan Tim Pemberian Isentif dan Kemudahan Berusaha 
Tahun 2024 (SK Gubernur Nomor 570/4 Tahun 2024 tanggal 13 
Februari 2024)

Provinsi Jawa Tengah



1. Diseminasi dan PENYEBARLUASAN INFOMASI peluang investasi Jawa Tengah 
secara digital melalui aplikasi Central Java Investment Platform;

2. Fasilitasi penjajakan sebanyak 6 kali (Kota Semarang & Kota Magelang) dan 
PENGAWALAN KEPEMINATAN investasi calon investor (KEK & KITB) baik dari 
dalam maupun luar negeri melalui business meeting dan/atau kunjungan 
lapangan;

3. Implementasi pemberian isentif dan kemudahan berusaha serta PEMBENTUKAN 
TIM Pemberian Isentif dan Kemudahan Berusaha Tahun 2024 (SK Gubernur 
Nomor 570/4 Tahun 2024 tanggal 13 Februari 2024);

4. Pelayanan perizinan melalui inovasi :
• Pekan Layanan Sistem Informasi Jos dan Handal (PENA SI JOHAN) tanggal 29 

Februari 2024, selanjutnya di 4 lokasi lainnya;
• Layanan Jemput Bola Perizinan Kapal Nelayan (JEBOL IKAN) tanggal 22-23 

Februari 2024 di Kab. Pati, selanjutnya di 5 lokasi sentra nelayan; 
• Lakon-e Pandu (dilakukan bersama instansi terkait dlm rangka penyelesaian 

aduan terkait proses perizinan); 
• Gerai investasi (dilakukan 4 kali dalam tahun 2024); serta 
• Layanan pengaduan (dilakukan setiap saat untuk melayani pelaku usaha);

5. Pendampingan klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terutama pada 
Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri serta fasilitasi penyelesaian 
permasalahan penanaman modal baik daring maupun luring.

UPAYA YANG DILAKUKAN 

UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN



1. Pengembangan fitur Sistem Informasi Insentif Daerah (SINIDA) 
melalui Central Java Investment Platform (CJIP);

2. Peningkatan volume kegiatan event business meeting ke Kawasan 
Industri/ Holding Company di luar Provinsi Jawa Tengah, termasuk 
promosi investasi ke Asosiasi Pelaku Usaha dan Kedutaan Besar 
Negara-Negara di Jakarta, termasuk CJIBF Tahun 2024;

3. Penjaringan kebutuhan dan FASILITASI KEMITRAAN pelaku usaha 
besar (PMA/PMDN);

4. Peningkatan layanan perizinan melalui inovasi Pekan Layanan 
Sistem Informasi Jos dan Handal (PENA SI JOHAN), Lakon-e 
Pandu, gerai investasi, layanan Jemput Bola Perizinan Kapal 
Nelayan (JEBOL IKAN) serta layanan pengaduan;

5. Penyelenggaraan klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal 
(LKPM) terutama pada Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan 
Industri serta pendampingan melalui hotline dan virtual.

6. Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha 
UMKM Desa Dampingan di Desa Pangebatan, Kabupaten Banyumas 
pada bulan Maret 2024 dan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN



KOMPARASI LAYANAN PERIZINAN
DAN INVESTASI
DI PULAU JAWA





Sumber: Kementerian Investasi 2024
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• Central Java Investment Business Forum (CJIBF) merupakan kegiatan tahunan yang 

diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam 

mempromosikan potensi dan peluang investasinya kepada para penanam modal baik dalam 

maupun luar negeri;

• Sejak tahun 2017, CJIBF diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah DENGAN KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah;

CENTRAL JAVA INVESTMENT BUSINESS FORUM (CJIBF)

STRATEGI INVESTASI - 5



Fasilitasi Investor Jawa Tengah

STRATEGI INVESTASI - 6



Proyek Investasi
Yang Ditawarkan
• 4 PSN
• Proyek ditawarkan

STRATEGI INVESTASI - 7



Selengkapnya dapat dilihat di

cjip.jatengprov.go.id

1. Pembangungn Industri Penyulingan Melati Kabupaten Pemalang;
2. Pembangunan Industri Kelapa Terpadu Kabupaten Cilacap;
3. Pengembangan Pembenihan Ikan Nila Salin di Kabupaten Pati;
4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Banjaran & 

Logawa di Kabupaten Banyumas;
5. Industri Udang Terpadu di Kabupaten Cilacap;
6. Sentra Industri Perikanan di Kabupaten Pati;
7. Pengembangan Kawasan Wisata Agroedupark Tlogowening di 

Kabupaten Semarang;
8. Pengembangan Wisata Pulau Panjang di Kabupaten Jepara;
9. Pembangunan Docking Kapal di Kabupaten Rembang;
10. Industri Mokaf Kabupaten Banjarnegara;
11. Pengembangan Techno Park di Kota Pekalongan;
12. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) Medis Kota Surakarta;
13. Transformasi TKL Ecopark Kota Magelang;
14. Pembangunan Pusat Regional Komoditas Pertanian (PRKP) Sistem 

Resi Gudang dan Sentra Terminal Agribisnis Terintegrasi di Kab 
Grobogan.

Proyek Siap Ditawarkan Proyek Prospektif

1. Pengembangan Expo Center Semarang di Kota Semarang
2. Wisata Curug Sewu di Kabupaten Kendal
3. Pengembangan Kolam Renang Boja di Kabupaten Kendal
4. Pengembangan Wisata Goa Tritip di Kabupaten Jepara
5. Budidaya Tambak Udang Vanname Super Intensif di Kabupaten Jepara
6. Pengembangan Bumi Sambara di Kab. Purbalingga
7. Pengembangan Waduk Greneng di Kabupaten Blora
8. Pengembangan Museum Lapang di Kabupaten Grobogan
9. Pengembangan Hotel dan Convention Center di Kabupaten Sragen
10. Pembangunan Hotel di Eks Kawedanan Purwareja Klampok di Kabupaten 

Banjarnegara
11. Terminal Tamansari di Kota Salatiga
12. Pengembangan Wisata Alam Bukit Gendol
13. Pembangunan Food Estate di Kab. Purbalingga dan Kab. Banjarnegara
14. Budidaya Ikan Nila Salin di Kabupaten Pati
15. Penerapan Green Investment pada UMKM
16. Kajian Pengelolaan Sampah Menjadi_Energi  Alternatif  RDF KabRembang





Inovasi  Dukung Investasi  Prov Jateng

No Nama Inovasi Fungsi

1 Lakon-e Pandu Layanan konsultasi secara elektronik dan pendampingan terpadu 

2 Pena Si Johan Pekan layanan sistem investasi joss dan handal

3 SIAP Jateng Sistem aplikasi perizinan yg menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah

4 SIMIKE Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Investasi Sektor Mikro dan Kecil

5 CJIP Sistem aplikasi promosi investasi secara digital

6 JEBOL IKAN Jemput Bola Perizinan Kapal Nelayan

7 Antrian online Aplikasi pengambilan nomor antrian pengajuan perizinan dan layanan 

pendampingan OSS

8 E-Arsip Sistem informasi pengelolaan arsip digital perizinan

9 INTAN Sistem informasi data sharing antar bidang dan layanan DPMPTSP

10 SIKEREN Sistem Pelaporan dan Penatausahaan Keuangan DPMPTSP

11 Gerai Investasi Service point layanan perizinan yang terdapat di 7 Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah



PELAYANAN JEMPUT BOLA ( Jebol Ikan, Pena Si Johan)

PELAYANAN MELALUI FRONT OFFICE ( OSS/ NON OSS)  

LKPM
08112915172

PERIZINAN/OSS

08112915171

PENGADUAN

08112915173

PUSAT DATA & INFORMASI

08112915174

PELAYANAN MELALUI HOTLINE

PELAYANAN MELALUI MEDIA (Lakon-E Pandu)

PELAYANAN MELALUI GERAI di 7 KAB/KOTA 
(Kab. Batang, Kota Tegal, Kab. Banyumas, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Pati, Kab. Jepara )



Penghargaan

dari Bank Indonesia Tahun 

2023
dari Komisi Informasi Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2023

Apresiasi Mitra Strategis Terbaik 

Dalam Pengembangan Ekonomi 

Tahun 2023

Juara III Anugerah 

Keterbukaan Informasi 

Best Practice Realisasi 

Investasi

dari Kemenpan RB 

Tahun 2023

Nominasi Penilaian Kinerja

dari Kementrian Investasi 

Tahun 2023

Menerima Penghargaan Teladan 

Anti Korupsi dan Gratifikasi  

dari Bapak Pj Gubernur Jawa Tengah 

Tahun 2023



TERIMA KASIH
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